
BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah
perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5068);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4818);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2015;

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2011;

18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2007 Nomor 38);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2007 Nomor 40);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 20);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2011-2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten  Tanah
Bumbu;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut RENSTRA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;

11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat RENJA-SKPD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan
untuk mencapai Visi;



14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi;

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah/Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan;

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2
RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi,
partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap
terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat Tanah Bumbu.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
(1) Maksud penyusunan RPJM Daerah adalah untuk menyediakan pedoman

resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan.

(2) RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan
daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi
pemerintahan daerah, pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB IV
SISTIMATIKA

Pasal 4
RPJM Daerah disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan;

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Kerangka Pendanaan;



Bab IV. Analisis isu-isu strategis;

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;

Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan  Pendanaan;

Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5
RPJM Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Bupati yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas
satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat
indikatif.

Pasal 6
Isi beserta uraian RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7
RPJM Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD dan
Renja SKPD.

Pasal 8
Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD dengan
memperhatikan RPJM Daerah.

Pasal 9
(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu RKPD

Provinsi dan RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dan mendorong partisipasi masyarakat

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun APBD setiap tahun.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10
Bupati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah



Pasal 11
Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi pengendalian
terhadap:

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 12
(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala

Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh
Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan,
supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan
agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJM
Daerah kepada Bupati.

Pasal 13
(1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala

Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh
Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya periode sebelumnya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD
dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan
kepada Bupati dan menjadi bahan bagi penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 14
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan
dengan RPJM Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal  18 Agustus 2011

BUPATI TANAH BUMBU,
ttd

MARDANI H MAMING
Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
ttd

GUSTI HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2011 NOMOR 17



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2011-2015

BAGIAN HUKUM SETDA
TAHUN ANGGARAN 2011


